BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak . Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. 
Aspek proses kebijakan adalah meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.
[bookmark: _Hlk141726423]Kebijakan pemerintah tentang E-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan konvensional yang sebelumnya dilakukan di Indonesia yang memungkinkan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang dapat menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Kenyataan tersebut memberi peluang pada penduduk memiliki E-KTP ganda yang dalam  penggunaannya dapat disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya: untuk menghindari pajak, sengaja menyembunyikan identitas aslinya guna melakukan kegiatan teroris dan lain-lain. Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus untuk menciptakan kartu identitas tunggal maka di buatlah program E-KTP berbasis NIK yang berarti satu orang hanya memiliki satu NIK satu E-KTP karena E-KTP memuat informasi yang sangat detail tentang si pemilik E-KTP tersebut yang terpusat dalam suatu data kependudukan Nasional. Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan E-KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarnegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan E-KTP dan tanda tangan pemilik E-KTP sehingga tidak ada lagi kemungkinan terjadinya E-KTP ganda (Dewi Karnova dan Maryani, 2014 : 248).
[bookmark: _Hlk141726476]Ketentuan E-KTP menurut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 mengenai Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan E-KTP merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan mampu mempercepat dan mendukung terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, dan provinsi Se-Indonesia.
E-KTP sudah ditetapkan sejak Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009. Tetapi masih ada hambatan masyarakat belum mempunyai E-KTP. Jadi, perlu diadakan evaluasi kebijakan E-KTP.
Evaluasi kebijakan tujuannya untuk menilai apakah kebijakan yang sudah diimplementasikan efektif atau tidak. Evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan dan berjalan cukup waktu. Oleh sebab itu sangat diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk mengevaluasi suatu kebijakan. memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi.
[bookmark: _Hlk141728206]Menurut Letser dan Stewart (winarno, 2008:166), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas petama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan dari suatu kebijikan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah diterapkan sebelumnya. 
1. Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya? Misalnya apakah terjadi kesalahan dalam merumuskan masalah ataukah karena faktor-faktor yang lain? 
2. Tugas kedua dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkait erat dengan tugas yang pertama. Setelah kita mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan. Dari sini kita dapat melakukan penilaian apakah program yang dijalankan berhasil atau tidak? Dengan demikian tugas kedua dalam evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan. Dari kedua hal yang dipaparkan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai arti pentingnya evaluasi dalam kebijkan publik. Pengetahuan menyangkut sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan dapat dijadikan pedoman untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan dimasa yang akan datang. 
Menurut data yang ada di Kantor Kecamatan Cikijing dengan jumlah warga 77.158. Yang sudah mempunyai E-KTP mencapai 56.455, sisanya yang belum memiliki E-KTP 20.703 dan itu kebanyakan lanisa (sumbernya dari : website di ruangan perekaman E-KTP). Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan E-KTP masih belum optimal dan masih perlu ditingkatkan dengan cara mengsosialisasikan ke setiap desa dikarenakan masih banyak hambatan-hambatan, terhambatnya dengan jarak tempuh, kesadaran masyarakat, dan juga prosesnya dengan terhambatnya jaringan. 
Hal ini menjadikan penulis tertarik dalam melakukan kajian tentang “Evaluasi Kebijakan E-KTP di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Sejauh mana evaluasi kebijakan E-KTP di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka bejalan ?
2. Bagaimana faktor penghambat evaluasi kebijakan E-KTP di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ?
3. Bagaimana upaya-upaya evaluasi kebijakan E-KTP di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. [bookmark: _Hlk141727008]Mengetahui sejauh mana evaluasi kebijakan E-KTP di Kantor Kecamatan Cikijimg Kabupaten Majalengka
2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat evaluasi kebijakan E-KTP di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.
3. Mengetahui upaya-upaya evaluasi kebijakan E-KTP di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis hasil penelitian ini  dapat dijadikan bahan referensi dan pengembengan penelitian administrasi publik terutama dalam pelayanan pembuatan E-KTP.
2. Kegunaan Praktis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang cara evaluasi kebiajakan dalampelayanan E-KTP.




